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Deskripsi Mata Ujian 

 

Tujuan yang ingin dicapai dari mata ujian ini adalah agar peserta ujian memiliki kompetensi 

sebagai berikut: 

1. Menguasai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan dan standar 

pelaporan keuangan global sebagai dasar pertimbangan profesional untuk menentukan 

kebijakan akuntansi yang mencerminkan substansi ekonomi entitas. 

2. Menentukan perlakuan akuntansi yang tepat sesuai dengan substansi transaksi untuk 

menyiapkan laporan keuangan yang relevan dan andal. 

3. Menyiapkan laporan lainnya kepada pihak eksternal yang sesuai dengan standar global. 

4. Mengevaluasi kecukupan laporan korporat. 

5. Menganalisis dampak perubahan standar terhadap entitas bisnis. 

6. Menjelaskan isu-isu yang terkait entitas khusus (sektor publik, nirlaba, dsb). 
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SILABI PELAPORAN KORPORAT 

 

MATERI DAN SUB MATERI LEVEL 

1. Overview atas conceptual framework dalam pelaporan keuangan entitas 

komersial, entitas publik/pemerintah, ETAP, dan entitas berlandaskan 

syariah  

1.1 Perbedaan di antara conceptual framework tersebut 

1.2 Penggunaan conceptual framework dalam pelaporan keuangan 

1.3 Pelaporan keuangan ETAP dan nirlaba 

1.4 Perbedaan standar akuntansi untuk ETAP dengan IFRS 

1.5 Penerapan standar akuntansi untuk ETAP 

2 

2. Transaksi berbasis syariah dan pelaporan keuangan syariah: 

2.1 Jenis-jenis akad 

2.2 Konsep keuntungan dalam syariah 

2.3 Transaksi yang dilarang 

2.4 Kerangka pelaporan syariah 

2.5 Pelaporan keuangan syariah 

2.6 Instrumen keuangan syariah 

3 

3. Kombinasi bisnis dan konsolidasi: 

3.1 Investasi pada entitas lain (aset keuangan, entitas asosiasi, ventura 

bersama, dan entitas anak) 

3.2 Kombinasi bisnis 

3.3 Kombinasi bisnis entitas sepengendali 

3.4 Laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri 

1 

4. Pengaruh perubahan kurs valuta asing 1 

5. Properti investasi, sewa, dan penurunan nilai asset 1 

6. Imbalan kerja 1 

7. Pendapatan, kebijakan dan estimasi akuntansi dan kesalahan, dan Pajak 

penghasilan 

1 

8. Instrumen keuangan   

8.1 Pengakuan dan pengukuran 

8.2 Penyajian 

8.3 Pengungkapan 

1 

9. Analisis laporan keuangan, kinerja, dan kepatuhan atas entitas 

komersial, nirlaba, dan ETAP 

2 

10. Analisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah 2 

11. Pelaporan berkelanjutan dan pelaporan terintegrasi 3 

 


